\enimbang

Mengingat

BUPATI BANYU
MAS
PROVINSI JAwA TENGAH

PERATIEJJRAN BUPATI BANYUMAS
OMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten
Banyumas perlu dikelola untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme;

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun
pedoman pengendalian gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Bupati tentang Pedoman Pengendalian
Pemerintah Kabupaten

Peraturan
Gratifikasi di Lingkungan

Banyumas,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
tukan Daerah-daerah dalam
ublik Indonesia Tahun

Pemben Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah ( Berita Negara Rep
1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor

lenggaraan Negard yan

28 Tahun 1999 tentang
g Bersih dan Bebas dari

Penye

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
’ blik Indonesia Nomor 3851);

Lembaran Negara Repu
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Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasaan Tindak  pigana Korupsi (Lembaran
[ndonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) Sebagaimana telgh diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahyp 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidang Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang~Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4593);
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Menetapkan :

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banyumas digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi

10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan .
Pemerintah Nomor g0 Tahun 2008 tentang

Sistem )
Pengendallan Intern Pemerintah (Lembaran

4850} ran Negara Republik Indonesia Nomor
Pérétl,lran Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Menterj Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS.

Pasal 1

di;
lhngl"‘mg«’ﬂn Pemerintah Kabupaten Banyumas.

B

PEd . .
“Man Pengendalian Gratifikasi di

2

Vumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Pasal 2
Lingkungan Pemerintah Kabupaten

1, sebagaimana tercantum

lam, Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

et jn;.
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUMAS

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi Merupakan salap Satu kata yang cukup populer di

masyarakat. Pada Umumnya, Mmasyarakal memahami korupsi sebagai

sesuatu yang hanya merugikan keuangan negara. Padahal dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Korupsi, ada 30 jenis tidak pidana korupsi,

Pemberantasan Tindak Pidana
Ketiga puluh jenis tindak pidana
korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh yaitu :
kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan
gratifikasi.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka setiap pegawai di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib menghindari praktik-praktik tercela
Serta tidak berperilaku koruptif termasuk menerima dan atau memberikan
gratifikasi berindikasi suap.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 3]
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal
12B ini, perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Peggwai Negeri atau
Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai pembermn. suap apabila
Pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. F)alam rangka melaksanakan
Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
Maka ditetapkanlah Peraturan Bupati Banyumas tentang Pedoman

I’téngendal' Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
ian Gr
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maksud dan Tujuan

Peraturan Bupat; r.
pati Banyumag tentang Pedoman Pengendalian

i acuan dalam pe] Kabupaten Banyumas digunakan
a.
sebag pe aksanaan Pengendalian gratifikasi di lingkungan

intah Kab
pemerinta . .uxlaaten Banyumas, Adapun tujuan ditetapkannya
peraturan Bupati ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai
Banyumas terhadap ketentuan gratifikasi-
9. Menciptakan lingkungan yang

Pemerintah Kabupaten

. transparan dan akuntabel untuk
mendukung terciptanya wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah

birokrasi bersih dan melayani dj lingkungan Pemerintah Kabupaten

3. Mewujudkan P ejabat/ Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang
berintegritas dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
dan

4. Meningkatkan efektivitas dan cfisiensi terhadap pelaksanaan Program
Pengendalian  Gratifikasi  dj lingkungan  Pemerintah Kabupaten

Banyumas.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pengendalian Gratifikasi;

2. Unit Pengendali Gratifikasi;

3. Mekanisme Tata Cara Pelaporan Gratifikasi; dan

4. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas.

~ Pengertian Umum
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
L. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan.
2 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah adalah Kabupaten Banyumas. |
Lk emerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Banyumas.
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11.

12.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya

disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri

Sipil , Calon Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja yang bekerja bertugas dan/atau secara administratif
berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun
di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa secara elektronik.

Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah
suatu unit yang bertugas melakukan pengendalian gratifikasi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
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A.

BAB 1
PEN GENDALIAN GRATIFIKAS]

pengertian Gratifikasi

Pengertian gratifikagj terdapat

Pada penjelelasan Pasal 12B ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 1 Tahun 1

99 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 200

: Bt it " dalam ayat ini adalah pemberian dalam
arti luas, yakni melipyti pemberign uang, barang, rabat (discount), komisi,
pinjaman  tanpa bunga, tiket perjal

anan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatagn cumaq

“uma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik”.

Prinsip-Prinsip Dalam Pengendalian Gratifikasi
Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan
pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan
akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan
kegiatan pengendalian gratifikasi, terdapat sejumlah prinsip-prinsip utama
yaitu :
1. Prinsip Transparansi.
Prinsip keterbukaan ini tercermin dari adanya mekanisme pelaporan atas
penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG. Mekanisme pelaporan
tersebut merupakan sarana bagi Pejabat/Pegawai untuk menguji dan
menjamin keabsahan penerimaan-penerimaan yang diperoleh dalam
kaitan dengan jabatannya selaku Pejabat/Pegawali.
2. Prinsip Akuntabilitas.
Prinsip akuntabilitas mengacu pada pelapor gratifikasi dan UPG sebagai
Unit yang diberi tugas dan wewenang untuk menerima laporan gratifikasi
kemudian meneruskannya kepada KPK. Kepada pelapor gratifikasi,
Prinsip akuntabilitas diimplementasikan sebagai bentuk %cewajiban dari
Pejabat/ Pegawai yang telah diberikan amanah. untuk menjalankan tll,lgas
dan kewenangan dalam jabatan yang diembannya, untuk tidak

Mmener;j emberian dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya
ma p

dan 1 Kk kepada KPK melalui UPG dalam hal terdapat
melaporkan

pene : atiﬁkaSi yang Wa_]lb dilaporkan. Demikian juga dengan
rimaan £r.
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kepada KPK dalam Jangka wajr, 14

laporan gratifikasi diterjyg oleh Upq
. 1.
3. Prinsip Kepastian Hukum,
Kepada pihak pe .
P. ~ -p ]-?Clapm- gratifikasi, penetapan  status  kepemilikan
gratifikasi yang disampaikan ¢

terkait hak dan kewajibgp pelapo

(empat belas) hari kerja sejak

h KPK memberikan kepastian hukum

o _ ran terhadap gratifikasi yang diterima.
4. Prinsip Kepentmgan Umum,

Dalam konteks Peéngendalian gratifikasi,

. . prinsip kepentingan umum
terwujud dari tidak memingg dan menerim

a pemberian-pemberian dari

masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan.

Pejabat/Pegawai mengesampingkan kepentingan pribadi dan tetap

konsisten menjalankan tugas sebagai abd; negara dan masyarakat.

5. Prinsip Independensi.
Bagi pelapor gratifikasi prinsip independensi ini ditunjukkan dengan
sikap menolak setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait
dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan gratifikasi yang
dianggap suap kepada KPK melalui UPG. Pelaporan tersebut akan
memutus potensi pengaruh pada independensi penerimaan gratifikasi
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

6. Perlindungan Pelapor Gratifikasi.
Pemerintah Kabupaten Banyumas wajib memastikan tidak terdapat

intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri

pelapor gratifikasi.

Kategori Gratifikasi. .
Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu

gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan,

dengan penjelasan sebagai berikut :

] Gratifikasi yang wajib dilaporkan

Gratifikasi yang wajib dilaporkan meliputi 2 (due) unsur yaitu:
a. gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan

dengan penerima;
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masyarakat; kewajaran yang hidup dalam

- unsur ini tiggy menghendakj
1

pejabat/ — berbuat/tidak berbuatnya

Pe i
merintah Kabupaten Banyumas sebelum

)

2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

Yaitu gratifi i iteri
gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai yang tidak

berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan denga

n kewajiban
atau tugasnya. Kegiatan

resmi Pejabat/Pegawai yang sah dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan kedinasan.

Dalam menjalankan kedinasannya Pejabat/Pegawai sering dihadapkan

pada peristiwa gratifikasi sehingga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub kategori yaitu gratifikasi yang tidak
wajib dilaporkan yang terkait kedinasan dan gratifikasi yang tidak wajib
dilaporkan yang tidak terkait kedinasan.

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yang terkait dengan kegiatan

kedinasan meliputi penerimaan dari :

a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan
seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan
lain sejenis;

b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan

kedinasan, seperti honorarium, transportasi, dan pembiayaan lainnya
2

‘ n
sebagaimana diatur pada standar satua .
emerintah Daerah, sepanjang

harga yang diterbitkan oleh

Pemerin P i Provinsi, atau P
intah, Pemerintah Provinsh . !
d 1 dapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan
tidak terdapat p

ku.
atau tidak melanggar ketentuan yang berla

10
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perbedaan antara gratifikasg;
1

dilaporkan sebagai berikyt -

Karakteristik

yang wajib dilaporkan dan tidak wajib

Tidak Wajib Dilaporkan

Wajib Dilaporkan

Situasi Pemberian

Resiprositas (Sifat

timbal balik)

]
Kesejangan waktu

Acara-acara
sifatnya sosial berakar
pada adat istiadat dan

peristiwa kolektif

:;‘;;f rlom :::{'ukan untuk | Ditujukan untuk
Jalankan hubungan mempengaruhi

baik, menghormati | keputusan dan diberikan
Mmartabat seseorang, | karena apa yang
memenuhj tuntutan | dikendalikan/dikuasai
agama, dan | oleh penerima
mengembangkan (wewenang yang melekat
berbagai bentuk | pada jabatan, sumber
perilaku simbolis | daya lainnya)
(diberikan karena
alasan yang dibenarkan
secara sosial)

Hubungan antara | Setara Timpang

pemberi dan penerima *

Hubungan yang bersifat | Umumnya tidak ada Pasti ada

strategis **

Timbulnya konflik | Umumnya tidak ada Pasti ada R

kepentingan

yang | Bukan merupakan

peristiwa kolektif meski

bisa saja pemberian

diberikan pada acara

sosial.

Bersifat ambigu

(bermakna ganda)
dalam perspektif bisa
resiprokal dan kadang-

kadang tidak resiprokal.

Resiprokal secara alami

Memungkinkan
kesenjangan waktu yang

pada  saal

panjang

pemberian kembali

(membalas pemberian)

11

Tidak memungkinkan
ada kesenjangan waktu

yang panjang
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Karakteristik

sifat hubungan

katan yang terbentuk |
"Kecenderungan édanya
sirkulasi barang /
produk

Nilai atau harga gar|
pemberian

Metode pemberian

Mekanisme penentuan

Sifuln:v_;'a Jangka

Panjang
dan CMosiong]
Terjadi sirkulasi
barang/ produk
\‘.‘T———\*—“ T
Menltlkberatkan pada |

nilaij instrinsik sosial

Umumnya langsung dan
bersifat terbuka

f S
Sifatnya  jangka pendek

|
"'l‘idak terjadi  sirkulasi

?ajib Dilaporkan

 Patronase dan seringkali

nepotisme dan ikatan

serupa ini penting untuk

| mencapai tujuan,

dan transaksional

l
!

|

! barang/produk

Menekankan pada nilai

moneter ‘
Umumnya tidak ;
langsung (melalui |
agen/perantara) dan

bersifat tertutup/rahasia |

Berd—a{'s*érﬁgﬁ_ o Ditentukan olch pihak-
'nilai/harga kewajaran/kepantasan pihak yang terlibat. f
secara sosial {
! (masyarakat) ,
Akuntabilitas Sosial Akuntabel dalam arti | Tidak akuntabel

sosial

Keterangan :
*

Ada tiga model hu

atasan-bawahany);

bungan : (1) vertikal-dom

(2) (seperti

diagonal

petugas

inatil (seperti hubungan

layanan publik-

pengguna layanan publik); dan (3) setara (seperti antara teman dan

antar tetangga); Dua yang pertama adalah relasi-kuasa yang timpang.
]

*%

Strategis artinya

dan kontrol atas ase¢

sosial dan budaya.
Strategis yang terhubungkan

contoh adalah hubungan antara

" an ba
strategis sebagai paniia P engadaan

lelang pengadaan b
strategis dimana S€

memiliki

pendistribusian aset-a

bagai panilia pengadaa

kewenangan

Ketimp
lewat

seseorang

arang dan jasa. Pada

untuk melak
sel sumberdaya stral

12

berkenaan dengan/menyangkut akses ke aset-aset
t-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik,
angan strategis ini biasanya antar posisi

hubungan strategis.

Sebagai

yang menduduki posisi

rang dan jasa dengan peserta
posisi ini terdapat hubungan

n barang dan jasa seseorang

ukan pengalokasian /

egis yang dipercayakan
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kepadanya paqg pihak

. lain
berkepentlngan terhadg
tersebut.

p. Cara Mengindentifikas;j Gratifikas;

apakah suatu pemberian yang

Bagi Pejabat/ Pegawaj y

, sedangkan di lain sisi peserta lelang

P sumber daya yang dikuasai oleh panitia

yang wajib dilaporkan.
ang ingin mengidentifikasi dan menilai

diterimanya cenderung ke arah gratifikasi

ilegal/suap atau legal, dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan yang
sifatnya reflektif sebagaj berikut ;

Pertanyaan Reflektif [ Jawaban atas pertanyaan (Apakah

No |(Pertanyaan kepadg diri | pemberian cenderung ke arah gratifikasi
sendiri) ilegal/suap atau legal)

1 _:2__ 3

1. |Apakah motT"Taf—T'JILZ;;"EﬁbinEy'a{ ‘menurut’ dugaan Anda
pemberian  hadiah yang | adalah ditujukan untuk mempengaruhi
diberikan oleh pihak | keputusan Anda sebagai Pejabat/
pemberi kepada Anda ? Pegawai, maka pemberian tersebut

dapat dikatakan cenderung ke arah
gratifikasi ilegal dan sebaiknya anda
tolak. Seandainya karena terpaksa oleh
keadaan, gratifikasi diterima, sebaiknya
segera laporkan ke KPK melalui UPG.

2.a | Apakah pemberian tersebut | Jika jawabannya adalah ya (memiliki
diberikan  oleh  pemberi | posisi  setara), maka bisa jadi |
yang memiliki hubungan | kemungkinan pemberian tersebut
kekuasaan/posisi setara | diberikan atas dasar pertemanan atau
dengan anda atau tidak? | kekerabatan (sosial), meski demikian
Misalnya pemberian | untuk berjaga-jaga ada baiknya anda
tersebut  diberikan oleh | mencoba menjawab pertanyaan (2b).
bawahan, atasan atau |Jika jawabannya tidak (memiliki posisi
pihak lain yang tidak setara tidak setara) maka anda perlu mulai
secara  kedudukan/posisi | meningkatkan kewaspadaan anda
baik dalam lingkup | mengenai motif pemberian dan
hubungan kerja atau | menanyakan pertanyaan (2b) untuk
konteks sosial yang terkait mendapatkan pemahaman lebih lanjut.
kerja.

.- I ]
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strategis ? Artinyg terda

ekonomi,

budaya Yang andg mi

dan jasa atay lainnya,

ﬁm
—

b | Apakah terq
2 apat hubungan

relasi kuasg yang bersifat

pat

kaitan berkenagap dengan/
menyangkut akses ke aset-
aset sumberdayq Strategis

politik, sosjga] dan

liki
akibat posis;j anda sag inj
seperti misalnyg sebagaj

panitia pengadaan barang

3. | Apakah pemberian tersebut

T
3

mabannya ya, maka pemberian
tersebut patut anda duga dan waspadai
Scbagai pPemberian yang cenderung ke
arah gratifikas;.

Jika jawabannya ya, maka sebaiknya

memiliki potensi | pemberian tersebut anda tolak dengan
menimbulkan konflik | cara yang baik dan sedapat mungkin
kepentingan saat  ini|tidak menyinggung. Jika pemberian
maupun di masa | tersebut tidak dapat ditolak karena
mendatang? keadaan tertentu maka pemberian
tersebut  sebaiknya dilaporkan dan !
dikonsultasikan ke KPK melalui UPG |
untuk menghindari fitnah atau
memberikan kepastian jawaban
mengenai status pemberian tersebut.

4. |Bagaimana metode | Anda patut mewaspadai gratifikasi yang
pemberian  dilakukan ? | diberikan secara tidak langsung, apalagi
Terbuka atau rahasia ? dengan cara yang bersifat sembuyi-

sembunyi (rahasia). Adanya metode
pemberian ini mengindikasikan bahwa
pemberian tersebut cenderung ke arah
gratifikasi ilegal.

5 [ Bagaimana  Kepantasan/ | Jika pemberian tersebut i atas Tilai]
kewajaran nilai dan | kewajaran yang berlaku di masyarakat

frekuensi pemberian yang

- diterima (secara %

ataupun frekuensi pemberian yang

terlalu sering sehingga membuat orang
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Dalam praktiknya,
dengan Jabatan Penerimg ak

pukum. Misalnya Seorang pep,

seringkali lerdapat gratifikasi yang terkait
an letapj
‘ dah
pihak lain sebagaj bagian dari pe

Ptnerimaan tersebut sah secara
ara PCnerimaan yang menerima uang dari

; dut pandan i ksana
da“ 'su an terseb 5 Sratifikasi Yang terkait dengan jabatan, maka
penerlma | e u.t telah Mmemenuyhj unsur berhubungan dengan jabatan.
Akan tetapl, penerimaan tersebut

dahara tersebut bukanlah ha| yang dilarang, karena
a
ber Tiemang Mempunyaj kewenangan untuk menerima

an tugasnya yang sah. Jika dilihat

uang tersebut.

dalam praktik yang wajih dilaporkan

: oleh penerima gratifikasi kepada KPK
melalui UPG, antara lajn gratifikasi ya

ng diterima :
1. terkait dengan Pemberian layanan pada masyarakat;
2. terkait dengan tugas dalam Proses penyusunan anggaran;

3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksa,
evaluasi;

an, audit, monitoring dan

4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (diluar penerimaan yang
sah/resmi sesuai Standar Satuan Harga pada Pemerintah/Pemerintah
Daerah);

5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pejabat/Pegawai;

6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan
pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenanganya;

7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan
pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;

8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses
pengadaan barang dan jasa,

9. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/tugasnya; dan

10. dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan.

Selain bentuk-bentuk gratifikasi yang terkait dengan pelaksanaan
Wgas Pejabat/Pegawai yang wajib dilaporkan SePerti_ t.ersebut .diatas’
terdapat penerimaan lain yang berada dalam ranah adét 1sllaqal, kebl‘asaan
dan normq yang hidup di masyarakat yang perlu dicermati. Penerimaan

terkajt adat dan kebiasaan tersebut dalam kondisi t‘erter.uu memiliki p.oten.si
disalahgunakan pihak lain untuk memp en‘garuh' Pel_alf’a[/j Clgiwal -
Secarg langsung atau tidak langsurfg'. . béwa: al: :e::i:an sztot
penerimaan gratifikasi yang jika ditinjaud dar1 seg pa
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: terkait g .
dianggap engan abatan _ .
jib di Pejaba i nerimanya
sehingga Wajib dilaporkan antara aiy, . /Pegawai yang me

emberian  kareng
o Aubungan keluarga yaity dari kakek/nenek,

o » SUami/jstyj,
paman/bibi, kakak/adik/ipar 8

konflik kepentingan;

papak/ibu  mertyug
anak/menantu, cucu, besan,

CPUPY, dan keponakan yang memiliki

erimaan uan _
9. pen 8/barang oleh Pejabat/Pegawai dalam suatu kegiatan

ti pesta i .
seperti p Pernikahan, kelahlran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi

acar radisi
atau 1lJP a.agama/adat/lfadlSl lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) per Pemberian per o

3. pemberian terkait dengan musibah

penerima,  bapak/iby/ mertua,

ang;
atau bencana yang dialami oleh

Suami/istri, atau anak penerima
gratiikasl yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per
pemberian per orang.

4. pemberian  sesama P ejabat/Pegawai dalam rangka pisah sambut,
pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk
uang atau tidak berbentuk Setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito,
voucher, pulsa dan lain-lain) yang melebihi nilai setara dengan
Rp300.000,00(tiga. ratus riby rupiah) per pemberian per orang dengan
total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun
dari pemberi yang sama; dan

5. pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk uang atau tidak berbentuk
setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-
lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian
per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

Gratifikasi yang terkait dengan pemberian karena hubungan
keluarga, ditekankan pada aspek ada atau tidak konflik kepentingan dalam
Pemberian tersebut. Hal ini diawali dari pemahaman bahwa pemberian dari
keluarga sedarah atau semenda dapat saja menjadi gratifikasi yang wajib
dilaporkan, jika ternyata ada hubungan pekerjaan antara pemberi dan

Penerima dilihat dari jabatan, tugas dan wewenang Pejabat/Pegawai,

Contoh kasus, seorang ayah yang bekerja sebagai Pejabat/Pegawai

Menerima hadiah dari anaknya yang berprofesi sebagai pengusaha yang
lingkup pekerjaannya terkait dengan kewenangan ayahnya. Jika dilihat dari

aSpek hubungan keluarga sedarah antara ayah dan anak, maka pemberian

tersetyy m akan hal yang wajar, akan tetapi pemberian  tersebut
erup
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Gratifikasi sepertj terseby pad
berada di ranah adat istiadat dan kebia
sntuk mencegah praktik pembe
dari nilai-nilgj

Saan. Pembatasan nilai perlu diatur
rian  hadiah yang semula merupakan
istiadal dan kebiasaan menjadi
batan Pejabat/Pegawai baik secara

» Seliap pemberian dalam konteks

| Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap
suap. Mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi, perlu juga
diuraikan bentuk-bentuk gratifikasi dji luar yang wajib dilaporkan. Karena
secara prinsip  terdapat  begitu banyak bentuk pemberian yang
sesungguhnya tidak terkait sama sekal; dengan jabatan dan tidak
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sehingga gratifikasi tersebut
tidak wajib dilaporkan. Karakteristik gratifikasi seperti ini secara umum
adalah :

1. berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama
dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta
dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;

2. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

3. dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah tamahan, penghormatan
dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar;
atay

4, Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat,

kebiasaan dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilaj

Yang wajar,

BentUk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi :

Pemberian karena hubungan ~hubungan keluarga  yaitu - dari

kakek/nenek, bapak/ibu mertud, suami/istri,
besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan  keponakan

'TEL P : t' an;
sepanjang tidak memiliki konflik kepenting

anak/menantu, cucu,

18
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10,

11,

. Q| = 3 M - 1 l ah)
baptis, khitanan dan p % Pernikahan, kelahiran, agiq

L, atay Upacara adat/agama lainnya
€I pember; dalam geyj

'a rupiah);

an mus
penerima,  bapak /jpy, /mertug

gratifikasi paling banyak Rp1.000

ap acara paling banyak
emberian terkajt :
p deng ibah atgy bencana yang dialami oleh
SUami/istri, atau anak penerima

. 000,00 (saty juta rupiah);
pemberian S€samg Pegawai (g

2 am rangka pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan, dap ulang tahy

N yang tidak dalam bentuk uang atau

paling banyak Rpl.OO0.000,0() (

Satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun
dari pemberi yang sama;

berbentuk setarg vang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher,

ing banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu

I orang dengan total pemberian paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) ta
yang sama;

pulsa dan lain-lain) pal

rupiah) per pPemberian pe

hun dari pemberi

hidangan atau sajian yang berlaky umuim;
prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan

menggunakan biaya sendiri seperti  kejuaraan, perlombaan atau
kompetisi tidak terkait kedinasan;

keuntungan atau bunga dari peénempatan dana, investasi atau
kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawaj berdasarkan
keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta
sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan Scperti rapat,
Seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis
yang berlaku umum,;

Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang
ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh

Pemerintah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku; atau
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12.

cratifikasi yang Terkajt dengan Kedina
san.

dengan kedinasan adalah setia

umum sebagai berikyt -

1.
2.

Penerimaan yap d :
€ dapat dikategorikan sebagai gratifikasi terkait

P penerimaan yang memiliki karakteristik

) rta yang lain, atau
adanya tanda terima atag Pemberian yang diberikan:
berlaku umum, yaitu suatu kondjs; pemberian yang diberlakukan sama

dalam hal jenis, bentuk, Persyaratan atau nilai (mengacu pada standar

biaya umum), untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran

atau kepatutan; dan

selain bentuk-bentuk yang dinyatakan tidak wajib dilaporkan dalam

rangkaian kegiatan kedinasan.

Contoh dari penerimaan dalam kedinasan antara lain :

1.

* Penerimaan honor, insentil baik d

fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan,
cinderamata yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau

lembaga lain berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi;

- plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya,

pelatihan yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembaga

lain berdasarkan penunjukkan atau penugasan resmi;

- hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompelisi terbuka yang

diselenggarakan oleh instansi atau lembaga lain ‘berdasarkan

Penunjukkan atau penugasan resmi; dan
alam bentuk uang maupun setara

vang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara,

Narasumber. konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh
, o _ 4

Pejabat, Pegawai dari instansi afta

Penunjukan atau penugasan resmi.

lembaga lain berdasarkan
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Mengingat bahwg Peneri

. . ' aan gratifikasi kedinasan dapat
erjadi ketika Pejabat/Pegg yq; gratifikasi dalam kedi

menjalankan penugasan resmi dari unit

janya, maka perly
kerjany p adanya Pengelolaan dan mekanisme kontrol dari unit

kerja, melalui kewajiban Pelaporan ge
kedinasan kepada unj( ke

ap penerimaan gratiflikasi lerkait
) rja yang bersangkutan. Mckanisme kontrol
tersebut tidak hanya untuk menempatkan secara proporsional segala
penerin?.aan Yang-secara nature menjadi hak instansi ke dalam pengelolaan
instansi, namun juga untuk Mmencegah terjebaknya Pejabat/Pegawai dalam
kondisi adanya pemberian yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan
serta. MEMUTUS potensi terjadinya prakik korupsi invensif dari pihak
pemberi kepada Pejabat/Pegawaj.

Mekanisme yang perlu dibangun adalah proses reviu, negosiasi dan
kesepakatan kepada lembaga/ instansi/mitra terkait biaya dan pemberian
apa saja yang akan diberikan kepada Pejabat/Pegawai dalam pelaksanaan
tugas atau kerja sama antar instansi tersebut. Apabila lembaga/instansi
asal menilai bahwa pemberian tersebut tidak memenuhi karakteristik
sebagaimana disampaikan di atas, sudah selayaknya unit kerja menolak

rencana penerimaan tersebut.
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mberian gratifikasi bagi Pejabat/PegaWai
mcningkatkan Pengendalian 8ratifikasj q
Ban)’umas maka dibentuk Upg dengan g

Disamping itu dalam rangka
i Iingkungan Pemerintah Kabupaten

€putusan Bupati. UPG berkedudukan
jinspektorat Kabupaten Banyyumgg °

\ Kcanggotaan UPG.
| susunan UPG terdiri darj -
1. penasehat UPG dijabat oleh Bupati Banyumas

2. pengarah UPG dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

3. ketua UPG dijabat oleh Inspektyyr Kabupaten Banyumas

4. sekretaris dan anggota UPG berasal Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Banyumas.

B. Fungsi UPG
Dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas, maka fungsi dari UPG adalah
l. penasehat UPG mempunyai fungsi pembinaan kepada UPG untuk

melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan

akuntabel;
2. pengarah UPG mempunyai fungsi pengarahan atas pelakanaan tugas UPG
dalam proses pengendalian gratifikasi yang efisien, efektif dan akuntabel;

3. ketua, sekretaris dan anggota UPG mempunyai fungsi :
2 pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas dalam rangka pengendalian gratifikasi melalui keteladanan,

Penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan

Penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya

. bungan dengan gratifikasi,
Mencegah dan menolak penerimaan sehubung gan g

Serta membangun komitmen untuk melaporkan gratifikasi; | .
pemilahan kategori gratifikasi, dan

' Penerimaan laporan gratifikas,

: i ke KPK;
fasilita ran gratifikas!
asilitasi penerusan lapo tang penetapan status

N KPK ten
C. . san pimpinan
Penyampaian surat keputu ta penyimpanan bukti

. elapor ser
g"atiﬁkasi kepada penerlma dan/atau P P
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penyetoran uang yang diterim
KPK menjadi miljk Negara:

d. diseminasi / sosialisasi

a dari gratifikasi apabila diputuskan oleh

Peraturan  Bupati Banyumas tentang

Pengendali i :
g an  Gratifikasi g; lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas;

enyampaia iner: '
e. peryampaian laporan kinerjq pengelolaan pengendalian gratifikasi
kepada Bupati Banyumas:
a,l - s . .
f. evaluasi atas efektivitgs dari Peraturan Bupati Banyumas tentang

Pengendalian  Gratifikasi g lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyumas; dan

g. koordinasi dengan KpK

c. Tugas UPG.

UPG mempunyai tugas sebagai berikuyt :

a. menerima, mencatat, menelaah dan memilah kategori laporan gratifikasi
dari pejabat/pegawai;

b. melakukan penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi;

c. apabila diperlukan UPG dapat meminta keterangan kepada pelapor terkait
kelengkapan data laporan dengan cara yang sederhana, efisien dan efektif;

d. memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan
status gratifikasinya;

e. menyampaikan surat keputusan pimpinan KPK tentang penetapan status
gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang
diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik
negara;

f. menjaga kerahasiaan data pelapor gratifikasi kepada pihak manapun,

kecuali diminta berdasarkan ketentuan perundang-undangan,;

g menyelenggarakan pendokumentasian seluruh proses pengendalian

gratifikasi secara lengkap dalam bentuk hard copy maupun soft copy,

mulai dari pelaporan gratifikasi hingga tindak lanjut hasil penetapan

Status gratifikasi;

h, melaksanakan  sosialisasi
Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Peraturan Bupati Banyumas tentang

dan
" Melaporkan kinerja penge

Paling kurang 1 (satu) tahu

ndalian gratifikasi kepada Bupati Banyumas
n sekali ditembuskan kepada KPK.
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yang diterima segera dilaporkan ke gpg melalui UPG. Adapun tata cara

pelaporan penerln.‘laan gratifikasi adajap sebagai berikut :

| Laporan gratifikasi disampaikan Secara tertulis deng.an mengisi formulir dan
dan dilampiri dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi dan disampaikan
kepada KPK melalui UPG, Formulir laporan gratifikasi dapat diperoleh di

Sekretariat UPG atay dengan mengunduh pada website www.kpk.go.id.

Adapun bentuk formulir laporan gratifikasi sebagai berikut :

CamScanner
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|pamb°""““n Korupsi
]

AIM Kepada Yth.
pénd! ‘
_ N KOMIS| PEMBERANTASAN KORUPSI w
pam? REPUBLIK INDONESIA
it JL. H.R. RASUNA SAID KAV, C-1
S, ST, JAKARTA 5LLATAN 12920
KOTAK POS 575

posumen Ini adalsh rahasia negara. Dilarang membuka tanpa lzin KPK,
romulir perdasarkan 5K Pimpinan KPK No. KLP 726/01 4 3/05/2014

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

TATA CARA PENYAMPAIAN ~

® Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KP¥ atau dapat dikirimkan melalui
surat/faks /email /online ke:
Direktorat Gratifikasi
Komisl Pemberantasan Korupsi
1. H.R, Rasuna Said Kav, C-1, Jakarta Selatan 12920
Faks.:_ 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678
E-mail: pelaparan gratifikasi@kpk.go.id
® Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi
Qbijek grarifikasi {uang atau barang) yang ditenma tidak harus diserahkan pada saat
penyampaian laporan gratifikasi.
® Informasi grarifikasi dapat juga diperoleh secara onfine melalur alamat. N
www.kpk.go.id/gratifikasi )
@ Untuk informasi edukasi, downloud aplikasi gratifikasi via Android dan iOS. '

TO LA K Nama aplikasi “GRATis" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

ATAU
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisl Pemberantasan Korupsi Pasal 16:

LA POR KA N Seliap pegawai negeri alau penyelenggara negara yang menenma gratihkasi wanb melaporkan |
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

| |

LN
——————

A DENTITAS PELAPOR e R e

1 N"ﬂllengkap o ) ’”" -

P __4._ e e e bt = - = e - _
ame | B No KTP (NIK) :

| "empat &Tg1. Lah,e -

~]

a

hmnll)angkm/Grims«l" ) - a T
Ulajan lnsunz- =t a, Nama Instansi

(4

Iﬂnmer-an/lemuasa/ ‘rb Unir eselon 1/1/I/IN/Unit Yerja
UMN/&UMDIFemew:I:aP' !
Dleuh[dllj

) _
Alamat vangg,

-j»—

Kade POS ! ~ i_7l ]

Plavins,

J Kecamalan

' rdb/kcla

e R SN - :
Mt Auumar, 1t ;

: hecamatan ] Kab/kota ( Pravins:
Kel/Desa | I

-/

8 - il v

N | *)- Silukun pilih dan ber tandu | 7 |
am 2 Pengiriman surqy ) |51 U Rumah | U Kentar e ytory
W% - [ P —
! o 1 ouna dah proses p g D

‘ ohon memberikon nomor kontak yang dapat dibubung! gu
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URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI . F

Knmwanunn Korupsi .
8 . - ;
Kom ) Lembor in: dapae diperbanyak sesuar kebutution /”J—\—L

~-TA PENERIMAAN GRATIFIKASI R 1
8. Jenis Penerimaan B r ’ ‘ Jempat dan ranggal |}
—T T T - wa * A
,.@; b Uraian Ha'ga{t]\::l:n )r:ommall ‘ T.?‘:f:‘:‘nffn Ponc‘-rlm.m»ljl_ - - \
————— aksit. ONETIMiee T
- ! ' [ ]
! |
- il '
LeiiNyel

DATA PEMBERI GRATIFIKAS|
c DA —————

nama ,
pekerjaan dan Jabatan

A}ama: Nelepon/Faks/

[-mar . A e

Hubungan dengan

pembett
L

. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pembernian

b
Kronolog penenitiaas:

Dokumen yspng grsmipirkan D aak acs Ada, yela

Catatan tambzhan {bria perlu}

Laporan Granfikasi in1 saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja hdak saya laporkan atau saya laporkan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

s

Pa‘apot,

L

| PANDUAN PENGISIAN:
11 Dusi kode jenis penenimaan
# Vang f Tiketl perjalanan 5)  Ditsilokast (lokasi ruangan gedung, alamat) dan tanggal panerunaan
! b Barang g Fasinasy pl'ngnrh‘:pdﬂ 6} Dusi naima pember granhhas (perorangan,xeompeok/bidan usaha)
¢ a
1 Rabat (dishon) h ppel‘.::[‘;LT:::'lﬂ'””na 7)  Diisi hubungan antara penerima dengan pembern granfi\as sepern mitra
r.Pmm:i,- ” X : ’:f;ﬁ.":a’ tainnya kerja/teman/iekandn/atasansbawahan/saydara/dil
- Y lanpa bungs
8)  Dusialasun perebienion sepeit ucapan tenma hasth/perigha . ke ;
;: Dust wraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dil) dugaan lainnya FPEngha gaan/kediasdan,
:::::::‘r;:::?:u ulslr'an nilai %rat:llka:li’:::xn:‘l;f;‘l';;‘d”“""5‘ brosur/internel/ 9)  Dhisi dengan uraian kronologls penerimaan (runtatan kejaciian pemberian)
4 Diskode e sesuar harga pasar/per 10)  Ousidengan tanda * ¥ “ pada kolom yang sesuai dan seb.tkan 1ka ada
s
ey, Penstiwe prnedimadan non pelayanan 11) Dus delmul\ calalan lhuu'h sepert pernmintaan Pulllﬂdll'ls&m waktu dan
o it pernikahan/keagamaan/acara d. ll_:,r:::ll ::ﬁ:fmudlklnllwalkS"UI? ::mpdal :::k.: dihubungi KPK, dan hal khusus lain Yang periv disampaikan
e epada
h.'l’ﬂhumul
asi/promosifpisah sambut [ Tidak tahu
€ Terkay lugar, pel“a"‘mp g Lainnya (tuliskan pada kelom di atas) _
F\\-V-,* o e s Y PV
UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas U Nomor 31 Tehun 1999 tentang Pemberantasan Tindok Pidana Korupsi

Panaf 125
ggup petletidn sudp, epeUNd Lerli DUTgAN JeNgar jabatdr e dan yang beliawanar dengan

) 5e
1,
,,:p:’m'k“' kepad pegawa. negeri slau penyelengpare negard dhon
ibannya aray o, agat barikut
asnys, dengan kelenluan sebage: be . o rereabut b "
128 nilainga fp f’.’.‘ Df:D 000, gD (sepululy juta rupiahi atau leoih, perroanan sanwe granhbay TersebLl EkAr MErupaka” Luap dlaxuiar ok pener ma grannnas,
H ang Milauniyg ! g . juh juta tuprah), pEMbUEDAn Lahwa granfixas tersebul . ap ¢ iakukan cler penuntut umum
1 Pdang o urang dar: Rp 10.600 000,00 (sepy ’e“ smana dhmaksud dalom ayal (1) $0alah FICING BENArG seu T NiuD Maw Bdana perysra paling sngkat &
B2wai neger atau penyelenggara negera & ;“ Senaa paling sedik Rp 200 000 300 00 1002 13143 jutd "upah) dan paling canyak Rg | 200 000 000 00 (satu

empagy o
ar 3::":‘“ dar paling lama 20 {dua puluh) tahun, dan g1d
ah

|
!
1c . s Lo KD pEnet g 00 anarhan granfras yang ¢ tegir g i e
A PP ndar Lerigky ) @ ¥ ¢ T ye kAt Ko g
"’ﬂhem TAL(LL: Ketentuan <ebagaimana dimahsyd dalam Patal 178 avat . e fom l

int
358N Tingla) Midana Kesr pe b s geatithay ang a (1)
ar et pener m Verndavuat SCNgs palur har gy
L 8 terr

)
Cay . Aaph dvak k

3k 1y P (2): Penyamnaig « raporan sebagaimana cimab .t dalam aidt Ll 481 ‘tung i
Branfiky DUl Citerima i
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formulir sebagaiman, dimaksud pada nomor (1) paling kurang memuat :
a. nama dan alamat lengkap Penerima dan pemberi gratifikasi;
b. jabatan penerima dan pember; gratifikasi;
c. tempat dan wakqy Penerimaan gratifikasi:
d. uraian jenis gratifikas; yang diterima; dan

e. nilai gratifikasj yang diterimg.
formulir tersebut disampaikan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari

kerja terhitung sejak tanggal gratifikas; diterima;
UPG wajib meneruskan laporan

14 (empat belas) hari kerja sejak

setelah terdapat Penetapan stat

gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu
laporan gratifikasi diterima oleh UPG;

US penerimaan gratifikasi oleh KPK, UPG
menyampaikan Surat Keputusan Pimpinan Kpk tentang penetapan status
gratifikasi kepada pelapor serta menyimpan bukti penyetoran uang yang
diterima dari gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;

dalam hal penerimaan gratifikasi ditetapkan oleh KPK untuk dikelola
Pemerintah Daerah, maka UPG dapat :

4. mengembalikan kepada pemberi gratifikasi:

b. menyumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya
dan/atau dimusnahkan;
€. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan

penyelenggaranaan Pemerintahan Daerah;
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perupa

s Kiner PenuUrunan peringkat jabatan, penurunan
enilaian Inerja e . _ -

P _ J Pegawaj, usulan  pemindahan tugas/mutasi atau
hambatan karir lainnya;

2 pemmdahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau

ancaman fisik;
3. kerahasiaan identitas; dan

4, pemberian jaminan keamanan dengan cara Pemerintah Kabupaten

Banyumas meminta bantuan kepolisian un

kepada pelapor.

tuk memberikan perlindungan

Upaya perlindungan hukum sebagaimana tersebut dj atas diberikan dalam hal :

2. adanya intimidasi, ancaman, pendiskreditan atau perlakuan yang tidak
lazim lainnya atas dampak pelaporan tersebut dari pihak internal; dan

b.  pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati

Banyumas melalui Ketua UPG.

lals]

CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

BAB v
SOSIALISASI DAN PENGAWASAN

gosialisasi

Dalam r.ang-ka pelaksanaan Pengendalian gratifikasi perlu diadakan
sosialisasi di lingkungan Pemerin(gh Kabupaten Banyumas. Sosialisasi
pengendahan gratifikasij tersebuyt Mmemuat pencantuman ketentuan larangan

penerimaan gratifikasi padg Setiap unit kerja yang memberikan pelayanan

kepada pihak  ketiga lainnya, Pemberian informasi terkait dengan
pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas danp pihak-pihak yang berhubungan dengan
Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh UPG. Sosialisasi
tersebut dapat dilaksanakan melalui media elektronik maupun non
elektronik,

Pengawasan
Pengawasan atas pengendalian gratifikasi di masing-masing unit kerja
dilaksanakan oleh Inspektur. Setelah melaksanakan pengawasan, hasil

pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

AN
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BAB v;
PENUTUP

gratifikasi di lingkungan

e’

" dapat memberik

rapkal . P . riKan nilaj Jebih bagi Pemerintah Kabupaten

engan adan '
ganyumas ° N Y& sistem  pengendalian gratifikasi di Pemerintah
nyumas akan :

Habul:,aterl Ba yu Semakin mendorong terbentuknya pegawai-pegawai

perintegritas  yang diwujudkan dengan kesadaran untuk menolak

enerimadrnt gratifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan kesadaran
wran gratifikasi di lingkungannya, akan berdampak pada terbentuknya citra
il pemerintah  Kabupaten Banyumas di mata masyarakat, karena
gsyarakat akan menikmati langsung layanan yang terbebas dari suap,
enerasan,  gratifikasi maupun uang pelicin sehingga penyelenggaraan

eperintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dapat

mwujud.

BUPATI BANYUMAS,

RO —

ACHMAD HUSEIN

(NO| JABATAN . »ARAF
1 | Sekdo
2 | Aspunin i
(Hcobe
s Y
: lN'chvr l,/"
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